SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 72
Tahun 2025;

. bahwa pada Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa

pekerjaan dan/atau pelaksanaan pembayaran yang telah ada
ikatan  perjanjian/kontrak/perikatan lainnya  sesuai
ketentuan perundang-undangan, tidak dapat terselesaikan
sampai akhir tahun anggaran;

. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sambas
Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan
Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran,
pelaksanaan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah
diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan,
dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) dan diberitahukan kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas
Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun
Anggaran 2026;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
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Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor I, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah  tentang Penjabaran Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 6);
Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang
Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2022 Nomor 82);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SAMBAS NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 72) diubah,




sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp 1.838.576.525.658,00
b. Berkurang Rp (95.308.493.000,00)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.743.268.032.658,00
2. Belanja
Belanja Operasi
a. Semula Rp 1.441.187.686.313,00
b. Berkurang Rp (37.363.433.340,00)
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp 1.403.824.252.973,00
Belanja Modal
a. Semula Rp 184.872.219.533,00
b. Bertambah Rp 37.363.433.340,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp . 222.235/652.873,00
Belanja Tidak Terduga
a. Semula Rp 3.000.000.000,00
b. Bertambah Rp 0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Rp 3.000.000.000,00
Perubahan
Belanja Transfer
a. Semula Rp 256.516.619.812,00
b. Berkurang Rp (95.308.493.000,00)
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp 161.208.126.812,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 1.790.268.032.658,00

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan

1. Semula Rp 125.000.000.000,00
2. Bertambah Rp 0,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 125.000.000.000,00
b. Pengeluaran
1. Semula Rp 78.000.000.000,00
2. Bertambah Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 78.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 47.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp 0,00

Berkenaan (SiLPA) Setelah Perubahan

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami perubahan adalah sebagai

berikut:

Kode Organisasi OPD

1.01.2.22.0.00.02.0000

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

1.02.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kesehatan

1.03.2.10.0.00.01.0000

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1.05.0.00.0.00.01.0000

Satuan Polisi Pamong Praja

1.05.0.00.0.00.04.0000

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.06.0.00.0.00.01.0000

Dinas Sosial

2.08.2.14.0.00.02.0000

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sambas

2.09.3.27.0.00.02.0000

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

2.11.1.03.1.04.04.0000

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan
Lingkungan Hidup




Kode Organisasi

OPD

2.12.0.00.0.00.01.0000

Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

2.15.0.00.0.00.01.0000

Dinas Perhubungan

2.17.3.31.3.30.07.0000

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian
Dan Perdagangan

2.18.0.00.0.00.23.0000

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

2.19.3.26.0.00.02.0000

Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga

2.23.2.24.0.00.02.0000

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

3.25.3.27.0.00.02.0000

Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan

4.01.5.06.0.00.01.0000

Sekretariat Daerah

4.01.5.06.0.00.01.0000

Sekretariat DPRD

5.01.5.05.0.00.03.0000

Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset Dan Inovasi
Daerah

5.02.0.00.0.00.02.0000

Badan Keuangan Daerah

5.03.5.04.0.00.01.0000

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur Daerah

7.01.0.00.0.00.04.0000

Kecamatan Tebas

7.01.0.00.0.00.07.0000

Kecamatan Teluk Keramat

7.01.0.00.0.00.19.0000

Kecamatan Salatiga

8.01.0.00.0.00.01.0000

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

3. Ketentuan dalam Lampiran I, II, IlIa, IIIb, Va, dan VIb diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, IIla, Illb, Va, dan VIb yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Diundangkan di Sambas

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 Februari 2026

BUPATI SAMBAS,
ttd.
SATONO

pada tanggal 18 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd.
FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya

ALA BAGIAN HUKUM,




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN SAMBAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,

OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2026
SEBELUM SESUDAH
KO
DE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN DAERAH

41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 370.700.631.395,00 370.700.631.395,00 0,00
4.1.01 Pajak Daerah 134.959.364.250,00 134.959.364.250,00 0,00
4.1.01.09 Pajak Reklame 615.000.000,00 615.000.000,00 0,00
4.1.01.09.001 ;f;:ﬁz”a’“e FapepRd HoRmiceetiont 615.000.000,00 615.000.000,00 0,00
:.1 .01.09.001.0000 hpﬁ?ak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ 615.000.000,00 615.000.000,00 0,00

gatron
41.01.12 Pajak Air Tanah 358.750.000,00 358.750.000,00 0,00
4.1.01.12.001 Pajak Air Tanah 358.750.000,00 358.750.000,00 0,00
41:01.12.001.0000 | pyjai air Tanah 358,750.000,00 358.750.000,00 0,00
4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00
4.1.01.14.037 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00
:‘1 01.14.057.0000 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
4.1.01.15 Paroman (PEBFS) 7.940.327.090,00 7.940.327.090,00 0,00
4.1.01.15.001 PBBP2 7.940.327.090,00 7.940.327.090,00 0,00
‘:'-1 ©01.15.001.0000 | pppps 7.940.327.090,00 7.940.327.090,00 0,00
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 46.000.000.000,00 46.000.000.000,00 0,00
(BPHTB)
4.1.01.16.001 BPHTB-Pemindahan Hak 46.000.000.000,00 46.000.000.000,00 0,00
‘;'-‘ 01.16.001.0000 | gyt pemindahan Hak 46.000.000.000,00 46.000.000.000,00 0,00
41.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 22.200.000.000,00 22.200.000.000,00 0,00
4.1.01.19.001 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00
‘1“ 01.19.001.0000 | ppy Restoran 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00
4.1.01.19.002 PBJT-Tenaga Listrik 16.700.000.000,00 16.700.000.000,00 0,00
41.01.19.002.0000 | pg,T-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 16.700.000.000,00 16.700.000.000,00 0,00
4.1.01.19.003 PBJT-Jasa Perhotelan 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00
i 19.003.0000 | pg 7. Hotel 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00
4.1.01.19.004 PBJT-Jasa Parkir 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
411.1 .01.19.004.0000 ll;B.::’-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
arkir
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SEBELUM SESUDAH
KODE URAIAN
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH Rp)
1 2 3 4 5
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 125.000.000.000,00 125.000.000.000,00 0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
6.1.01 Sebelumnya 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian
6.1.01.07 Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 0,00
Pembiayaan
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian
6.1.01.07.001 Target Kinerja 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 0,00
6.1.01.07.001.0000 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian
1 Target Kinerja 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 0,00
6.1.08 Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah 98.000.000.000,00 98.000.000.000,00 0,00
6.1.08.01 Pinjaman Daerah 98.000.000.000,00 98.000.000.000,00 0,00
6.1.08.01.003 m‘;;“an ental dall Lembaca Saudnaen Rank 98.000.000.000,00 98.000.000.000,00 0,00
6.1.08.01.003.0000 | pinjaman Daerah dari LKB 98.000.000.000,00 98.000.000.000,00 0,00
Jumiah Penerimaan Pembiayaan 125.000.000.000,00 125.000.000.000,00 0,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0,00 0,00 0,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha
6.2.02.02 Milik Daerah (BUMD) 0,00 0,00 0,00
6.2.02.02.001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 0,00 0,00 0,00
?'2'02'02‘001 000 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 0,00 0,00 0,00
6203 .';:ﬁ;’zya’a“ SidsabskakUiahayeng-iain 78.000.000.000,00 78.000.000.000,00 0,00
6.2.03.03 Pembayaran Pinjamaridari Lembkaga Keuangan 78.000.000.000,00 78.000.000.000,00 0,00
Bank (LKB)
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan 0.000.000.00 0.00
D880 908 Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek 78000.000.000.00 ¢8,000.000.090, '
6.2.03.03.004.0000 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan 0.00
1 Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek 78.000.000.000,00 78.000.000.000,00 \
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 78.000.000.000,00 78.000.000.000,00 0,00
Pembiayaan Netto 47.000.000.000,00 47.000.000.000,00 0,00
63 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun 0,00 0,00 0,00
’ Berkenaan (SILPA)
BUPATI SAMBAS,
ttd.
SATONO
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANT! H.
NIP: 197805062005021004
Halaman 26
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72

TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN SAMBAS
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2026
PENDAPATAN DAERAH
SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH / DASAR
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM

4 PENDAPATAN DAERAH 1.838.576.525.658,00 1.743.268.032.658,00 -95.308.493.000,00
44 (piEDS"DAPATAN PALIOAREAR 370.700.631.395,00 370.700.631.395,00 0,00
4101 Pajak Daerah 134.959.364.250,00 134.959.364.250,00 0,00
4.1.01.09 Pajak Reklame 615.000.000,00 615.000.000,00 0,00

Pajak Reklame
4.1.01.09.001 Bapar/Eiliceraideotron Megsiton 615.000.000,00 615.000.000,00 0,00
4.1.01.09.001.000 Pajak Reklame
01 Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 616.000.000,00 615.000.000,00 0,00
4.1.01.12 Pajak Air Tanah 358.750.000,00 358.750.000,00 0,00
4.1.01.12.001 Pajak Air Tanah 358.750.000,00 358.750.000,00 0,00
gf 01.12.001.000 Pajak Air Tanah 358,750.000,00 358.750.000,00 0,00
410114 Bam:ﬁjak Mineral Bukan Logam dan 1.025.000.000,00 1,025.000.000,00 0,00

Pajak Mineral bukan Logam
4.1.01.14.037 P e 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00
4.1.01.14.037.000 Pajak Mjneral bukan Logam 1,025.000.000,00 1.025.000.000,00 0,00
01 dan Batuan Lainnya

Pajak Bumi dan Bangunan
4.1.01.15 B e D 7.940.327.090,00 7.940.327.090,00 0,00
4.1.01.15.001 PBBP2 7.940.327.090,00 7.940.327.090,00 0,00
3'11 :01.15.001.000 PBBP2 7.940.327.090,00 7.940.327.090,00 0,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah 0

4.1.01.16 dan Bangunan (BPHTB) 46.000.000.000,00 46.000.000.000,00 0,00
4.1.01.16.001 BPHTB-Pemindahan Hak 46.000.000.000,00 46.000.000.000,00 0,00
3-11 :01.16.001.000 BPHTB-Pemindahan Hak 46.000.000.000,00 46.,000.000.000,00 0,00
41.01.19 e ﬁ‘i‘ja" Barang dan Jasa Tertentu 22.200.000.000,00 22.200.000.000,00 0,00

PBJT-Makanan dan/atau

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00
4.1.01.19.001 N T
e PBJT-Restoran 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00
4.1.01.19.002 PBJT-Tenaga Listrik 16.700.000.000,00 16.700.000.000,00 0,00
4.1.01.19.002.000 : PBJT-ansurnsi Tenaga Listrik 16.700.000.000,00 16.700.000.000,00 0,00
01 dari Sumber Lain
4.1.01.19.003 PBJT-Jasa Perhotelan 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00
ik :01.19.003.000 PBJT-Hotel 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00
SIPD-R! : dicetak pada 2026-02-24 08:59:44 Halaman 1




Belanja Perjalanan Dinas
§:1.02.04.001 Dalam Negeri
5.1.02.04.001.000 j j i
2 e T 7.106.000,00 7.106.000,00 0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa
5.1.02.05 untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Belanja Jasa yang Diberikan
5.1.02.05.002 kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
5.1.02.05.002.000 Belanja Jasa yang Diberikan
of kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 112.000080.00 11200000000 0.00
PEMBIAYAAN DAERAH
SEBELUM SESUDAH
KODE REKENING URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERTANBAR | DASAR
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) BERKURANG (Rp) HUKUM
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 125.000.000.000,00 125.000.000.000,00 0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
6.1.01 Tahun Sebelumnya 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 0,00
Sisa Dana Akibat Tidak
Tercapainya Capaian Target Kinerja
6.1.01.07 dan Sisa Dana Pengeluaran 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 0,00
Pembiayaan
Sisa Dana Akibat Tidak
6.1.01.07.001 Tercapainya Capaian Target Kinerja 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 0,00
6.1.01.07.001.000 Sisa Dana Akibat Tidak
01 Tercapelnya Gapaian Target Kineria 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00 0,00
6.1.08 i il e fil 98.000.000.000,00 98.000.000.000,00 0,00
6.1.08.01 Pinjaman Daerah 98.000.000.000,00 98.000.000.000,00 0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga
6.1.08.01.003 Keuangan Bank (LKB) 98.000.000.000,00 98.000.000.000,00 0,00
v e Pinjaman Daerah dari LKB 98.000.000.000,00 98.000.000.000,00 0,00
62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 78.000.000.000,00 78.000.000.000,00 0,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0,00 0,00 0,00
Penyertaan Modal Daerah pada
e, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 0% 000 i
Penyertaan Modal Daerah pada 0.00 0.00
6.2.02.02.001 BUMD 0,00 ; )
6.2.02.02.001.000 Penyertaan Modal Daerah 0.00 0.00
01 pada BUMD o ' ¢
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang 78.000.000.000,00 78.000.000.000,00 0,00
" yang Jatuh Tempo !
Pembayaran Pinjaman dari 00 78.000.000.000,00 0,00
e Lembaga Keuangan Bank (LKB) 78.000.000,000, :
Pembayaran Pinjaman dari
6.2.03.03.004 Lembaga Keuangan Bank 78.000.000.000,00 78.000.000.000,00 0,00
(LKB)-BUMD-Jangka Pendek
Pembayaran Pinjaman dari
6.2.03.03.004.000 |, . haga Keuangan Bank 78.000.000.000,00 78.000.000.000,00 0,00
o (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
SIPD-RI . dicetak pada 2026-02-24 08:59.:53 Halaman 1421
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Hibah Berupa Uang

KABUPATEN SAMBAS

LAMPIRAN Illa

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

SIPD-RI : dicetak pada 2026-02-24 09:02-43

TAHUN ANGGARAN 2026
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA Jﬁﬁlﬁ'ﬁ'(MRm Jﬁﬂs&%ﬁ:p) SELISIH (Rp)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
1 Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sambas Desa Lorong 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00
2 Dewan Adat Dayak Jalan Sei Rambah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
2! Istana Alwatzikhoebillah Desa Dalam Kaum 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00
DINAS KESEHATAN
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
4 KOMIS| PENANGGULANGAN AIDS Jalan Pembangunan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KESEHATAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
VBADI-\N PEﬁANGGUMﬁGAN B“E.NCANA DAERAH
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran
Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
5 Yayasan Nusantara Selakau 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6 Badan Pemadam Kebakaran (BPK) Sambas Jalan Panji Anom Sambas 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00
7 BPKS SELAKAU Selakau 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00
8 Yayasan Sehati Mengasihi Selakau Selakau 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Halaman 1




SEBELUM SESUDAH
SELISHH (R
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS 2.558.366.200,00 2.558.366.200,00 0,00
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Hibah Berupa Barang/Jasa

KABUPATEN SAMBAS

LAMPIRAN IlIb

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

SIPD-RI : dicetak pada 2026-02-24 09.07:47

TAHUN ANGGARAN 2026
SEBELUM SESUDAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
Sekolah
Jalan Haji Abdul Aziz
! Dusun Tanjung Pembangunan Toilet SDS IT 0.00
1 SDS Islam Terpadu Sulthoniyah M. Sulthoniyah Sambas 200.000.000,00 200.000.000,00 )
Rt.007/Rw.002
Jalan Haiji Abdul Aziz
2 SDS Islam Terpadu Sulthoniyah a';f“t‘:wga"’”"g Jasa Konsultansi Perencanaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
Rt.007/Rw.002
Jalan Haiji Abdul Aziz
3 SDS Islam Terpadu Sulthoniyah ?/l:fuui 0 Tanping Jasa Konsultansi Pengawasan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
Rt.007/Rw.002
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 214.000.000,00 214.000.000,00 0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru
LS Dusun Senturang Desa :
4 SDS Perintis Mol Sakiinting Jasa Konsultansi Pengawasan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00
- Dusun Senturang Desa | Pembangunan Ruang Kelas SDS 0.00
i SO0 e Mekar Sekuntum Perintis Kec. Tebas £13.400.000,00 AN 000.05 :
6 SDS Perintis Dusun Senturang Desa Jasa Konsultansi Perencanaan 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00
Mekar Sekuntum
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Halaman 1




NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SORUARTAR o SELISIH (Rp)
1048 | Kelompok Tani Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas Kambing Peranakan Etawa - Jantan 9.084.600,00 9.084.600,00 0,00
1049 | Kelompok Tani Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas Kambing Lokal Betina 0,00 0,00 0,00
1050 | Kelompok Tani Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas Konsentrat Unggas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
1051 | Kelompok Tani Kecamatan Sebawi Sebawi Dedak 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00
1052 | Kelompok Tani Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas Itik Betina 31.105.600,00 31.105.600,00 0,00
1053 | Kelompok Tani Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas Itik Jantan 3.110.560,00 3.110.560,00 0,00
1054 | Kelompok Tani Kecamatan Sambas Sambas Kambing Kacang Betina 41.474.220,00 41.474.220,00 0,00
1055 | Kelompok Tani Kecamatan Sambas Sambas Kambing Kacang Jantan 4.665.850,00 4.665.850,00 0,00
1056 | Kelompok Tani Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas Kambing Peranakan Etawa - betinaa 35.329.000,00 35.329.000,00 0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 135.539.830,00 135.539.830,00 0,00
Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
1057 | Kelompok Tani Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas Pakchong 1.514.100,00 1.514.100,00 0,00
1058 | Kelompok Tani Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas Indigofera 3.330.900,00 3.330.900,00 0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 4.845.000,00 4.845.000,00 0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1.214.369.230,00 1.214.369.230,00 0,00
BUPATI SAMBAS,
ttd.
SATONO
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
WANTO, H.
NIP.V_197_80._506200502 1004
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Bantuan Keuangan Umum

KABUPATEN SAMBAS

LAMPIRAN Va

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

SIPD-RI : dicetak pada 2026-02-24 09:30:57

TAHUN ANGGARAN 2026
SEBELUM SESUDAH
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
BADAN KEUANGAN DAERAH
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
1 Pangkalan Kongsi 0,00 522.930.120,00 522.930.120,00
2 Serumpun Buluh 0,00 466.097.320,00 466.097.320,00
3 Sungai Kelambu 0,00 464.993.420,00 464.993.420,00
4 Segedong 0,00 517.884.820,00 517.884.820,00
5 Pusaka 0,00 465.409.820,00 465.409.820,00
6 Mensere 0,00 472.322.320,00 472.322.320,00
T Mekar Sekuntum 0,00 465.997.320,00 465.997.320,00
8 Makrampai 0,00 437.393.420,00 437.393.420,00
9 Sejiram 0,00 437.793.420,00 437.793.420,00
10 Seberkat 0,00 466.347.320,00 466.347.320,00
1 Bekut 0,00 437.393.420,00 437.393420,00
12 Sempalai 0,00 486.422.320,00 486.422.320,00
13 Tebas Sungai 0,00 574.532.009,00 574.532.009,00
14 Tebas Kuala 0,00 522.242.620,00 522.242 620,00
15 Mutus Darussalam 0,00 444 387.790,00 444.387.790,00
16 Lambau 0,00 443.472.320,00 443.472320,00
17 Dungun Laut 0,00 493.694.970,00 493.694.970,00
18 Sentebang 0,00 662.789.470,00 662.789.470,00
19 Sungai Nyirih 0,00 508.669.970,00 508.669.970,00
Halaman 1




NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA S AN o) N e SELISIH (Rp)

369 | Dungun Laut 0,00 338.299.000,00 338.299.000,00
370 | Sentebang 0,00 373.456.000,00 373.456.000,00
371 | Sungai Nyirih 0,00 321.874.000,00 321.874.000,00
372 | Bakau 0,00 344.149.000,00 344.149.000,00
373 | Parit Setia 0,00 339.918.000,00 339.918.000,00
374 | Pelimpaan 0,00 331.663.000,00 331.663.000,00
375 Sarang Burung Kuala 0,00 332.723.000,00 332.723.000,00
376 Sarang Burung Usrat 0,00 343.601.000,00 343.601.000,00
377 | Sarang Burung Kolam 0,00 337.317.000,00 337.317.000,00
378 | Sungai Nilam 0,00 312.275.000,00 312.275.000,00
379 | Sarang Burung Danau 0,00 373.456.000,00 373.456.000,00
380 | Sabing 0,00 286.604.000,00 286.604.000,00
381 E:fn b 0,00 306.531.000,00 306.531.000,00
382 Mekar Sekuntum 0,00 296.425.000,00 296.425.000,00
383 | Sebagu 0,00 270.531.000,00 270.531.000,00
384 | Tanjung Kerucut 0,00 306.580.000,00 306.580.000,00
385 | Samustida 0,00 373.456.000,00 373.456.000,00
386 | Teluk Kumbang 0,00 297.460.000,00 207.460.000,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN 251.976.429.100,00 156.667.936.100,00 -95.308.493.000,00

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH 251.976.429.100,00 156.667.936.100,00 -95.308.493.000,00

BUPATI SAMBAS,
ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
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(s LAMPIRAN Vic
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

TAHUN ANGGARAN 2026
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA Jﬁﬁﬁ'ﬁ’(’;“m Jﬁfﬂi‘:\m:p) SELISIH (Rp)
BADAN KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

1 Matang Segarau 0,00 19.397.795,00 19.397.795,00
2 Cepala 0,00 19.535.887,00 19.535.887,00
3 Tebas Sungai 0,00 25.937.583,00 25.937.583,00
4 Tebas Kuala 0,00 33.387.432,00 33.387.432,00
5 Sungai Kelambu 0,00 19.076.797,00 19.076.797,00
6 Serumpun Buluh 0,00 18.943.293,00 18.943.293,00
7 Serindang 0,00 19.163.195,00 19.163.195,00
8 Seret Ayon 0,00 18.729.089,00 18.729.089,00
9 Sempalai 0,00 21.213.065,00 21.213.065,00
10 Sejiram 0,00 18.769.292,00 18.769.292,00
1 Segedong 0,00 22.053.053,00 22.053.053,00
12 Segarau Parit 0,00 20.910.847,00 20.910.847,00
13 Seberkat 0,00 23.264.004,00 23.264.004,00
14 Pusaka 0,00 19.175.840,00 19.175.840,00
15 Pangkalan Kongsi 0,00 20.021.695,00 20.021.695,00
16 Mensere 0,00 20.013.471,00 20.013471,00
17 Mekar Sekuntum 0,00 20.882.169,00 20.882.169,00
18 Matang Labong 0,00 19.204.087,00 19.204.087,00
19 Maribas 0,00 20.733.429,00 20.733.429,00

Halaman 1
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NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA Pyl et SELISIH (Rp)
368 Seret Ayon 0,00 669.670,00 669.670,00
369 Sempalai 0,00 669.670,00 669.670,00
370 Sejiram 0,00 669.671,00 669.671,00
3N Segedong 0,00 1.070.353,00 1.070.353,00
372 Segarau Parit 0,00 768.365,00 768.365,00
373 Seberkat 0,00 669.671,00 669.671,00
374 Pusaka 0,00 736.125,00 736.125,00
375 Pangkalan Kongsi 0,00 669.671,00 669.671,00
376 Mensere 0,00 669.671,00 669.671,00
377 Mekar Sekuntum 0,00 1.233.689,00 1.233.689,00
378 Matang Labong 0,00 854.738,00 854.738,00
379 Maribas 0,00 2.364.390,00 2.364.390,00
380 Makrampai 0,00 1.276.515,00 1.276.515,00
381 Maktangguk 0,00 669.671,00 669.671,00
382 Dungun Perapakan 0,00 669.671,00 669.671,00
383 Bukit Sigoler 0,00 669.671,00 669.671,00
384 Bekut 0,00 817.290,00 817.290,00
385 Batu Makjage 0,00 2.394.769,00 2.394.769,00
386 Tangaran 0,00 764.569,00 764.569,00
387 Simpang Empat 0,00 916.454,00 916.454 00
388 Semata 0,00 669.671,00 669.671,00
389 Pancur 0,00 669.670,00 669.670,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN 4.540.190.712,00 4.540.190.712,00 0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD BADAN K%I;AENR%:{N 4.540.190.712,00 4.540.190.712,00 0,00
Halaman 18
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